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BAB I
PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc200544267]1.1	Latar Belakang
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar untuk negara dalam upaya menyumbang salah satu pendapatan negara selain dari penghasilan negara non pajak seperti penggunaan sumber daya alam, pelayanan, penanganan kekayaan negara yang dipisahkan, serta sumbangan. Pendapatan pajak diyakini terus meningkat agar segala kepentingan negara berjalan dengan lancar untuk kehidupan ekonomi warga negara. Dalam sistem rancangan pembangunan berkesinambungan, pembangunan sangat diharapkan menyelesaikan kebutuhan dengan tidak berdampak buruk untuk menunjang keinginan generasi masa depan Marota et al (2017). 
Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan sistem pemungutan pajak baik orang pribadi maupun badan. Hal ini karena bagi pemerintah, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan sokongan terbesar untuk negara. Di sisi hal, para pengusaha mempersoalkan terkait pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga para pengusaha melaksanakan upaya untuk menekan beban pajak yang dibayarkan secara maksimum (Arfan, 2016).
Pada saat ini, UMKM memiliki peranan yang fundamental dalam memajukan ekonomi negara. Naik maupun turunnya perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh UMKM. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM adalah bentuk dari sistem perekonomian Indonesia yang memiliki daya besar dan independen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempunyai kewajiban yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Pada tahun 2020-2023, peran pajak UMKM toko elektronik di kota samarinda yang substansial masi belum dapat di realisasikan secara maksimal dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SP
tahunan. Meskipun pajak UMKM tersebut penting dalam sumber pendapatan negara tersebut, namun terdapat permasalahan yang kerap terjadi dalam lingkup masyarakat terutama berkaitan dengan pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan melalui data berikut yang menunjukkan terdapat tren penurunan wajib pajak yang patuh dalam penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2020-2023. Berikut tabel 1.1.
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Ilir Samarinda Tahun 2020-2023:
	Tahun
	Jumlah WP
	Jumlah WP Aktif
	Jumlah Penyampaian SPT Tahunan
	Persentase

	2020
	295
	224
	207
	70,2%

	2021
	309
	236
	215
	69,6%

	2022
	326
	253
	227
	69,6%

	2023
	339
	266
	211
	62,2%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir 2024, Data Diolah
Dari tabel di atas, menunjukkan jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda tahun 2020-2023 Mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 sebesar 70,2%, kemudian pada tahun 2021, menurun yang berada pada persentase 69,6%, kemudian pada tahun 2022 jumlah persentase sebesar 69,6%, kemudian mulai menurun pada tahun 2023 jumlah persentase sebesar 62,2%.  Persentase tersebut menurun sehingga dapat mengalami masalah yang serius dengan kebijakan tersebut. Dijelaskan juga dalam penelitian Angeles (2021), wajib pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi daripada karyawan maupun korporasi akibat dari kebebasan dalam pengajuan dan membayar pajak. Besar pendapatan dari bidang sektor pajak tentu saja bukan strategi yang menyenangkan jika di banding dengan kemampuan pendapatan perpajakan di Indonesia. 
Menurut Bornman dan Ramutumbu, 2019), mengutamakan tiga ciri-ciri yang menggambarkan masalah dalam perpajakan dalam UMKM, yaitu kesempatan untuk tidak patuh, kurangnya wawasan, serta langkah pengambilan keputusan yang mengutamakan diri sendiri.
	 Menurut Mudiarti & Mulyani, (2020), Pemahaman perpajakan yaitu upaya wajib pajak  untuk memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan dapat berpengaruh positif kepada wajib pajak. Menurut Dewi & Susanto (2021) dalam penelitiannya, kesadaran wajib pajak dalam menuaikan tugasnya untuk membayar pajak dan pemahaman perpajakan dapat berpengaruh positif serta jasa dalam bidang perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan edukasi tentang perpajakan dan penerapan Self Assesment System tidak berpengaruh secara konkret terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pelayanan aparat pajak dengan tepat dapat membuat wajib pajak terasa nyaman ketika melaporkan pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa petugas pajak menjaga hubungan dengan wajib pajak lainnya dengan baik sehingga dapat menumbuhkan minat wajih pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Nasution & Ferrian,2017) dalam (Kurnia, 2023).  Kualitas pelayanan pajak yang baik untuk wajib pajak tidak cukup dalam meningkatkan kepatuhan saja, tetapi perlu dibutuhkan langkah lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi perpajakan di butuhkan untuk mengurangi resiko terhadap wajib pajak jika melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini terdapat pada penelitian (putri & Nurhasanah, 2019), sanksi perpajakan berpengaruh positif serta relevan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Nafia et al., (2021)), Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak. Sanksi perpajakan adalah Elemen pencegah agar wajib pajak menuaikan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 
Preferensi Risiko adalah suatu entitas dari berbagai macam teori yang mengenai tentang pengambilan keputusan yang masuk dalam kepatuhan perpajakan seperti teori harapan kepuasan maupun teori prospek.  Asas teoritis yang baik dalam memoderasi preferensi risiko dalam ikatan antara kepatuhan perpajakan dengan pemahaan tentang ketentuan pajak yang terletak pada teori prospek.  
Dalam hal inilah, penulis tertarik untuk memahami tentang  PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK,PELAYANAN APARAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PREFERENSI RISIKO PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM USAHA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA SAMARINDA). 
[bookmark: _Toc200544268]1.2	Rumusan Masalah
	Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah tersebut untuk membentuk hipotesis dalam penelitian selanjutnya:
1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah preferensi risiko perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

[bookmark: _Toc200544269]1.3	Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan yang dapat di harapkan dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.


[bookmark: _Toc200544270]1.4	Manfaat Penelitian
	Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.	Manfaat Teoritis
a. Hasil riset tersebut sebagai wawasan serta edukasi kepada masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Penelitian diharapkan mampu membawa manfaat sekaligus menambah pengetahuan dalam wawasan untuk melakukan kewajiban pajak.
       2. 	Manfaat Praktis
a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan pajak,pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko sehingga penerimaan pajak akan efektif dan efisien memenuhi target penerimaan Negara.
b. Bagi pihak instansi terkait, Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan .
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c. Untuk para peneliti selanjutnya,  penelitian tersebut menjadi referensi dan kontribusi dalam perluasan teori agar menjadi acuan penting mengenai wajib pajak pengusaha UMKM terkhususnya di kota Samarinda.




[bookmark: _Toc200544271]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc200544272]2.1	Theory of Planned Behavior
	Theory of Planned Behavior yaitu sebuah peningkatan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA) yang dijelaskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) serta pengembangan lebih lanjut dalam meramalkan tingkah laku manusia yang keseluruhannya tidak di bawah kendali seseorang.
	Menurut Saputra (2019), di jelaskan bahwa keinginan dalam tiga fungsi penentu dasar yaitu; Mendeskripsikan perilaku pribadi, Perilaku sosial, dan hubungan dalam permasalahan kontrol.
	Theory of Planned Behavior mempunyai tiga hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu:
1. Behavioral Belief, adalah dogma seseorang akan pencapaian dalam suatu tingkah laku dan evaluasi terhadap pencapaian dogma tersebut.
2. Normative Belief, adalah dogma akan harapan normative seseorang dan tekad  untuk mencapai tumpuan tersebut.
3. Control Belief, adalah tingkatan kontrol dalam pengetahuan individu dalam melakukan tindakan. 
[bookmark: _Toc200544273]2.2	Teori Atribusi
	Teori atribusi adalah teori yang menguraikan tentang tingkah laku manusia. Teori ini menentukan bagaimana individu menguraikan penyebab tingkah laku seseorang atau diri sendiri yang akan ditentukan seperti sifat, kepribadian, sikap, dan lain-lain atau sikap eksternal seperti konflik suasana maupun keadaan tertentu yang meneruskan kontrol terhadap tingkah laku individu (Heider, 1958).
	Teori tersebut dapat di kaitkan pada keahlian individu dengan berinteraksi pada kantor pajak, seperti jangka waktu, ketepatan, maupun pelayanan bertahap yang diberikan oleh aparat pajak.
	Ada tiga bentuk faktor dalam teori ini,yaitu:
1. Kualitas pelayanan pajak.
2. Pemahaman Perpajakan.
3. Sanksi Perpajakan.
[bookmark: _Toc200544274]2.2 	Pajak
Menurut Prof.Dr.H. Rochmat Soemitro SH, Pajak ialah bentuk pungutan dari masyarakat untuk dialihkan ke deposito negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik dikarenakan dapat digunakan dalam pembayaran berbagai pengeluaran umum. Walaupun sangat penting, tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia tidak membayar pajaknya. Terdapat ciri-ciri penting dalam pajak:
1. Kewajiban kontribusi.
2. Bersifat memaksa.
3. Di kendalikan oleh pemerintah.
4. Pembayaran pajak tercatat di dalam undang-undang.
5. Sebagai pendapatan pemerintah
Menurut Rahayu (2017:31), terdapat empat macam-macam fungsi pokok pajak yaitu:
a. Fungsi penerimaan
Fungsi ini disebut fungsi fiskal yang berfungsi sebagai bentuk pemasukan dana secara maksimal terhadap kas negara yang di atur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
b. Fungsi mengatur
Fungsi ini merupakan bentuk strategi pemerintah untuk meraih maksud tertentu.
c. Fungsi pemerataan
Fungi ini merupakan langkah yang dapat digunakan dalam penyesuaian dalam tempo penguraian penerimaan dengan kesejahteraan masyarakat.
d. Fungsi stabilisasi
Fungsi ini merupakan pajak yang dapat digunakan dalam menguatkan stabilitaas ekonomi.
[bookmark: _Toc200544275]2.3 	Kepatuhan Wajib Pajak
	Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak menuaikan kewajiban perpajakan sesuai hukum perpajakan yang berlaku.  Slamena et al (2017) mendefinisikan bahwa wawasan tentang pajak sebagai penuaian kewajiban perpajakan yang di lakukan oleh wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 
	Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; pengarsipan sistem elektronik, pemahamam perpajakan serta kesadaran wajib pajak. Menurut Bahri et al (2019); Maxuel & Primastiwi (2021), jika segala kondisi tercapai, segala kewajiban perpajakan harus di lakukan oleh semua warga Negara untuk mengatur dan peran serta untuk kemajuan negara agar tercapai segala niatnya. 
	Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh:
1. Faktor internal
Faktor internal dapat memberikan beberapa pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak:
a. Pemahaman wajib pajak.
b. Kesadaran wajib pajak.
c. Tingkah laku pajak.

2. Faktor eksternal
Faktor eksternal dapat memberikan beberapa pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak:
a. Kondisi sistem terhadap administrasi perpajakan negara.
b. Mutu layanan perpajakan yang di berikan terhadap wajib pajak.
c. Mutu penegakan hukum.
d. Mutu terhadap pandangan perpajakan.
e. Tinggi rendahnya beban pajak yang dikenakan.
[bookmark: _Toc200544276]2.4 	Pemahaman Pajak
	Pemahaman Pajak yaitu proses yang dimana wajib pajak memahami perpajakan serta menerapkan wawasan dengan membayar pajak. Menurut Mustofa (2016), Pemahaman peraturan perpajakan yaitu langkah-langkah oleh wajib pajak untuk memahami dalam peraturan perpajakan untuk dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka dari hal tersebut, wajib pajak perlu mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar pelaksanaannya dengan baik, akan tetapi jika wajib pajak tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak menjadi tidak patuh dan mengerti kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahfud dan Abdullah, 2017). Dari penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Maula,2020), tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang memiliki kaitan yang sejalan dengan kapasitas masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan dengan teliti dan tepat waktu. 
	Penelitian yang dikemukakan oleh Agustiningsih (2016) tentang pemahaman wajib pajak dalam indikator sebagai berikut:
1. Pemahaman tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan.
2. Pemahaman tentang undang-undang perpajakan.
3. Pemahaman tentang fungsi perpajakan.
4. Pemahaman tentang pengajuan keberatan perpajakan.
[bookmark: _Toc200544277]2.5	Pelayanan Aparat Pajak
	Pelayanan dalam sektor perpajakan dikatakan sebagai pelayanan yang di berikan petugas pajak terhadap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Subarkah dan Dewi (2017), Pelayanan dalam bidang perpajakan dapat didefinisikan sebagai tingkat layanan yang diberikan untuk wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak dalam membantu wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya. Dalam pelayanan pajak termasuk pelayanan publik yang di lakukan pemerintah yang bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau kegiatan pelaksanaan undang-undang yang tidak berfokus pada laba maupun keuntungan. Indikator penentu kualitas pelayanan pajak terletak pada lima bentuk keunggulan pelayanan. berikut lima indikator tersebut:
1. Indikator Pertama: Tangible (Berwujud), seperti penampilan petugas dalam pelayanan, ketentraman tempat dalam menjalakan pelayanan, kesederhanaan dalam kegiatan pelayan, kemahiran petugas dalam pelayanan.
2. Indikator kedua: Realibility (Keandalan), Seperti Ketelitian aparat pajak dalam pelayanan, mempunyai standar pelayanan yang tepat, keuletan aparat pajak dalam penggunaan alat bantu dalam proses melayani.
3. Indikator ketiga: Responsivess (Ketanggapan), melaksanakan jika setiap masyarakat ingin mendapat pelayanan, aparat pajak melayani dengan tepat, aparat pajak melayani masyarakat tepat waktu, segala masalah masyarakat ditangani oleh aparat pajak.
4. Indikator keempat: Assurance (Jaminan), Petugas memberikan sebuah jaminan pelayanan dengan tepat waktu, memberikan jaminan legalitas pada pelayanan, serta aparat pajak memberikan jaminan kepastian biaya.
5. Indikator kelima: Emphaty (Empati), mengutamakan terhadap kepentingan para pelanggan, aparat pajak melayani dengan keramahan, dan aparat pajak melayani tanpa membeda-bedakan para pelanggan.
Menurut (Tene et al., 2017), terdapat 2 langkah yang terhubung dengan pelayanan yaitu melakukan kewajiban dalam memenuhi pelayanan yang utama dan mengamalkan landasan pelayanan dan penjelasan untuk mengetahui peraturan perpajakan serta ketentuan administasi dengan baik.
[bookmark: _Toc200544278]2.6	Sanksi Perpajakan
	Sanksi adalah perilaku berbentuk hukuman yang diberikan terhadap seseorang jika sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan. Sanksi perpajakan disahkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Muliari & Setiawan (2011:4), sanksi digunakan agar setiap peraturan dan undang-undang yang telah disahkan tidak langgar. Menurut (Erly Suandy, 2013: L-1), Sanksi Perpajakan adalah sebuah tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus di patuhi. Berikut jenis sanksi yang berlaku:
1. Sanksi Administrasi
Menurut Mardiasmo (2016:64), Dalam ketetapan undang-undang perpajakan, ada tiga bentuk sanksi administrasi:
a. Sanksi Administrasi dalam bentuk Bunga.
b. Sanksi Administrasi dalam bentuk Denda.
c. Sanksi Administrasi dalam bentuk Kenaikan.
2. Sanksi Pidana
Menuru Mardiasmo (2016:66), Dalam ketentuan undang-undang perpajakan tentang sanksi pidana sebagai berikut:
Sanksi pidana dalam bidang perpajakan ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
a. Sanksi Denda Pidana.
b. Sanksi Pidana Kurungan.
c. Sanksi Pidana Penjara.
[bookmark: _Toc200544279]2.7	Preferensi Risiko Perpajakan
	Menurut Putra et al (2020), Preferensi risiko adalah perilaku pengambilan keputusan yang di gunakan dalam menghadapi risiko yang muncul atau yang terjadi terhadap wajib pajak. Pengaruh yang kurang bermanfaat kemungkinan bisa terjadi jika kondisi yang tumbuh ditengah ketidakpastian (Soemarno,2007). Menurut (sitkin et al., 1992), ada tiga macam bentuk lingkup dalam preferensi risiko perpajakan, yaitu:
a. Terkadang menjauhkan diri dari risiko.
b. Memiliki sikap independen terhadap risiko.
c. Senang mencari risiko.
Menurut Wahyuningsih (2019), terdapat 5 penunjuk preferensi risiko perpajakan, yaitu:
a. Risiko Keuangan, Seseorang yang mempunyai investasi tidak lepas dari risiko, seperti bangkrut dan tidak mendapatkan dividen.
b. Risiko Kesehatan, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan seseorang jika menjalani aktivitas sebagai wajib pajak.
c. Risiko Pekerjaan, seseorang yang mempunyai pekerjaan lepas terkadang memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.
d. Risiko Sosial, Risiko tersebut lebih condong kepada kedudukan wajib pajak di kalangan masyarakat.
e. Risiko Keselamatan, resiko yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.





[bookmark: _Toc200544280]2.8	Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Anindita Rizki Hapsari & Rizka Ramayanti (2021)
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan pajak;
2. Sanksi pajak;
Variabel Mediasi:
1. Kesadaran wajib pajak.
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak 
	1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM E-Commerce.
2. Ketegasan sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM R-Commerce.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM E-Commerce.

	Lita Novia Yulianti (2022)
	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm Pada Masa Pandemi Covid-19
	Variabel Independen:
1. Sosialisasi perpajakan
2. Pemahaman insentif pajak
Variabel Mediasi:
1. Kesadaran Wajib Pajak


	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman insentif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

	Riny Meidiyustiani, Qodariah & Sekar Sari (2021)
	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen:
1. Pemahaman wajib pajak
2. Pelayanan petugas pajak
3. Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel Mediasi:
1. Kesadaran Wajib Pajak

	1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Millenia Sofianti & Djoko Wahyudi (2022)
	Faktor-Faktor yang              Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan
2. Sanksi perpajakan
3. Pelayanan fiskus
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak
Variabel Mediasi:
1. Kesadaran wajib pajak

	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Fice Handayani, Bachtiar, Nur Khorariah (2020)
	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan dan pemahaman tentang PP no.46 tahun 2013
2. Pelayanan fiskus
3. Moderinsasi sistem administrasi perpajakan
Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
Variabel Mediasi:
1. Kesadaran wajib pajak


	1. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pemerintah tentang perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan balikpapan kota
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan balikpapan kota
3. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Balikpapan kota
4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan balikpapan kota

	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar-Butar, Yurika Narulita Maulidya (2021)
	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen:
1. Pemahaman perpajakan
2. Sanksi pajak
3. Sosialisasi perpajakan
Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak pedagang
Variabel Mediasi:
1. Kesadaran wajib pajak

	1. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.


Sumber: Data diolah, 2025
  

[bookmark: _Toc200544281]2.9	 Kerangka Konsep Penelitian
	Penelitian tersebut dapat menjelaskan tentang pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka kerangka konsep penelitian ini di uraikan sebagai berikut:
 Theory Planned of Behavior
Teori Atribusi 



Faktor Eksternal

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Faktor Internal




Preferensi Risiko 
Sanksi Perpajakan 
Pelayanan Aparat Pajak 
Pemahaman Perpajakan 



Perpajakan


Kepatuhan Wajib Pajak 



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: data diolah oleh peneliti (2025)


[bookmark: _Toc200544282]2.10	Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc200544283]2.10.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut theory of planned behavior, Wajib Pajak sebelum melaksanakan kewajiban pajaknya, perlu melihat keuntungan yang didapat jika ia melaksanakan kewajibannya dalam pemahamannya terkait dorongan pajak yang dimiliki dalam pemasyarakatan yang di lakukan serta pemahaman perpajakan lalu stimulus pajak yang di tetapkan berdasarkan hukum, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Antika et al. (2020, Andrew et al (2021), Adam et al (2020) disebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. maka peneliti membuat hipotesis:  
H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
[bookmark: _Toc200544284]2.10.2 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam theory planned of behavior, wajib pajak jika melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh kemauan pribadi itu sendiri. Menurut (Safitri & Silalahi, 2020), Pelayanan aparat pajak dapat dikatakan bermutu jika mampu mengirimkan informasi yang benar tentang perpajakan yang terdapat langkah perhitungan, pembayaran, melaporkan dan tidak melakukan perbuatan pidana yang melawan aturan atau hukum yang berlaku. Maka dari itu, jika pelayanan aparat pajak dapat memenuhi kepuasan terhadap wajib pajak, maka tanggapan Wajib Pajak terhadap aparat akan baik, karena Wajib Pajak merasakan pertolongan dan dipermudahkan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap perpajakannya dalam pelayanan tersebut yang pada akhirnya terlaksana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Ratnawati & Andreas,2018).  maka peneliti membuat hipotesis:
H2::Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
[bookmark: _Toc200544285]2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
	Menurut teori atribusi, teori tersebut dapat berhubungan dengan perilaku seseorang untuk membayar kewajiban pajaknya. Sanksi pajak dikatakan sebagai tanggungan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Menurut aulia & Maryasih (2022), sanksi yang diterapkan pada PKB berperan sebagai langkah untuk menghindari pelanggar peraturan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.  menurut Sari & Rejeki (2021), sanksi perpajakan berpengaruh positif mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan diatur dalam ketetapan undang-undang No 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menguraikan bahwa jika Wajib Pajak menunda membayar pajak berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana.  Dalam penelitian Prawagis et al. (2016), sanksi pajak ditetapkan untuk mewujudkan dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan sehingga Wajib Pajak memahami risiko hukum yang diberikan, maka sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga peneliti membuat hipotesis:
H3::Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
[bookmark: _Toc200544286]2.10.4 Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
	Teori atribusi tersebut memaparkan jika individu tersebut memperhatikan tingkah laku seseorang, mereka menilai apakah yang dihasilkan tersebut secara internal ataupun eksternal. Dalam penelitian Sitkin & Pablo (1992), preferensi resiko juga adalah keunikan individu yang dapat dipengaruhi oleh tingkah lakunya. Dasar teori yang baik dalam  Preferensi risiko merupakan kesempatan yang dikaji oleh Wajib Pajak yang akan membuat prioritas dalam macam pilihan yang ada. Maka preferensi resiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti membuat hipotesis:
H4::Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM
[bookmark: _Toc200544287]2.11 Model Penelitian
Berikut kerangka model penelitian dalam pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pemahaman Perpajakan 
(X1)



	Pelayanan Aparat Pajak
(X2)

	H2 (+)	H1 (+)Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(Y)


	H3 (+)		Sanksi Perpajakan
(X3)


	H4  (+)
	 Preferensi Risiko
(X4)



Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: data diolah oleh peneliti (2025)
[bookmark: _Toc200544288]
BAB III
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc200544289]3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	Definisi operasional merupakan pembeberan suatu variabel dengan menunjukkan  detail kegiatan maupun operasi yang sangat dibutuhkan dalam pengukuran, memilah dan mengaplikasikan. Dalam penelitian ini, digunakan 3cvariabel yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel dependen (variabel terikat).
[bookmark: _Toc200544290]3.1.1	Variabel Bebas (Variabel Independen)
	 Variabel yang dapat memengaruhi dan menguraikan variabel dependen. Adapun variabel tersebut mencakup dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. 
3.1.1.1  Pemahaman Perpajakan
	Pemahaman perpajakan adalah suatu keahlian dalam memahami peraturan perpajakan yang meliputi tata cara membayar pajak, batas waktu membayar pajak serta sanksi pajak (Suryanti et al, 2018). Wajib Pajak perlu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar penerapan dalam implementasi pajak dengan baik serta jika wajib pajak tidak menerapkan dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut menjadi tidak mematuhi dan memahami tanggung jawab sebagai wajib pajak (Mahfud dan Abdullah, 2017).
3.1.1.2  Pelayanan Aparat Perpajakan
	Pelayanan aparat perpajakan merupakan hal yang dapat berhubungan dengan berbagai jasa pelayanan perpajakan untuk memenuhi dari setiap wajib pajak.
Menurut Parasuraman et al. (1988) terdapat lima pandangan dalam pelayanan aparat pajak:
1. Keandalan (Realibility)
Keandalan adalah suatu keahlian aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan yang baik dan tepat agar wajib pajak tampak tercermin terhadap pelayanan yang sama bagi semua orang.
2. Ketanggapan (Responsiveness)
Upaya perseptif yang berhubungan dengan keandalan dan kesanggupan aparat perpajakan untuk menolong wajib pajak dalam menyampaikan kapan pelayanan akan di berikan serta pemberian pelayanan dengan akurat.
3. Jaminan (Assurance)
Jaminan menentukan akan tingkah laku aparat perpajakan yang dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan serta keamanan bagi wajib pajak. Jaminan juga mengacu kepada aparat perpajakan untuk berkelakuan baik, sopan, serta menguasai keterampilan dan kapabilitas yang sangat dibutuhkan dalam menangani setiap pertanyaan dan permasalahan oleh wajib pajak serta konkret yang harus di miliki oleh staf perpajakan dan terbebas dari risiko dan bimbang.
4. Empati (Emphaty)
Empati mempunyai tujuan terhadap aparat perpajakan agar memprioritaskan untuk kepentingan wajib pajak serta mengedepankan perhatian secara pribadi kepada wajib pajak.
5. Bukti Langsung (Tangible)
Bukti langsung yaitu sebuah bukti mengenai daya tarik fasilitas fisik serta perencanaan yang di laksanakan oleh aparat pajak.
3.1.1.2  Sanksi Perpajakan
	Sanksi perpajakan adalah ketentuan hukum yang dapat dikenakan oleh wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga dapar diberikan terhadap wajib pajak jika tidak mematuhi dan membayar pajak agar meningkatkan efek jera untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya.
	Indikator sanksi perpajakan dapat diamati menurut ketelitian dan kecermatan dalam menerapkan sanksi perpajakan. Adapun sanksinya sebagai berikut:
perpajakan yang harus di patuhi. Berikut 2 sanksi yang berlaku:
1.  Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana	
[bookmark: _Toc200544291]3.1.2	Variabel Terikat (Variabel dependen)
3.1.2.1  Kepatuhan Wajib Pajak
	Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat di bedakan menjadi dua,yaitu:
1. Kepatuhan secara padat dengan tingkat kesadaran yang besar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
2. Kepatuhan masih meninjau dengan adanya faktor lainnya, seperti diberlakukan sanksi yang mewajibkan seluruh wajib pajak untuk mentaati peraturan yang berlaku.
Adapun beberapa indikator dalam penelitian (Puspanita et al. 2020) tentang kepatuhan Wajib Pajak adalah:
1. Kepatuhan perencanan
2. Kepatuhan membayar pajak
3. Kepatuhan terhadap pelaporan wajib pajak
4. Kepatuhan menghitung pajak
5. Ketelitian dalam perhitungan tunggakan pajak
3.1.2.2  Preferensi Risiko
	Menurut putra et al (2020), preferensi resiko adalah tindakan untuk menghadapi resiko yang dapat terjadi dalam setiap wajib pajak. dalam penelitian Wahyuningsih (2019), realitas yang terlaksana dalam bidang perpajakan terdapat kemungkinan wajib pajak mendapati resiko yang tampak pada wajib pajak yang menjauhi resiko yang muncul dalam bidang perpajakan. adapun  indikator preferensi resiko yang dikemukakan oleh Wahyuningsih (2019) adalah sebagai berikut:
1. Resiko keuangan.
2. Resiko kesehatan.
3. Resiko pekerjaan.
4. Resiko sosial.
5. Resiko keselamatan.
Tabel 3.1 Definisi Indikator Variabel dan Operasional Variabel
	Variabel
	Definisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber Referensi

	Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
	Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi hak dalam perpajakan
	1. Menjalankan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku
2. Membayar pajak tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak wajib mengikuti persyaratan untuk membayar pajak.
4. Wajib pajak memperhatikan jatuh tempo pembayaran 
	Wardani & Rumiyatun (2017)

	Preferensi Resiko Perpajakan
(X4)
	Preferensi resiko perpajakan merupakan tindakan karakter seseorang yang dapat mengambil keputusan untuk menghadapi berbagai resiko terhadap wajib pajak.
	1. Risiko Keuangan, Seseorang yang mempunyai investasi tidak lepas dari risiko, seperti bangkrut dan tidak mendapatkan dividen.
2. Risiko Kesehatan, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan seseorang jika menjalani aktivitas sebagai wajib pajak.
3. Risiko Pekerjaan, seseorang yang mempunyai pekerjaan lepas terkadang memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.
4. Risiko Sosial, resiko tersebut lebih condong kepada kedudukan wajib pajak di kalangan masyarakat.
5. Risiko Keselamatan, resiko yang dapat mempengaruhi terhadap sperilaku wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
	Wahyuningsih (2019)

	Sanksi  Perpajakan
(X3)
	Sanksi perpajakan merupakan ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap wajiib pajak jika terlambat membayar pajak dan pelanggaran dalam ketentuan perpajakan
	1. Terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajak dikenakan sanksi
2. Tahapan implementasi sanksi
3. Beragam sanksi yang akan digunakan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak
4. Pencabutan sanksi demi mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak
	Mulyati 
& Ismanto (2020)

	Pelayanan Aparat Perpajakan
(X2)
	Pelayanan aparat perpajakan merupakan pelayanan kepentingan masyarakat dalam suatu badan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
	1. Keandalan
2. Responsif
3. Jaminan
4. Empati
5. Bukti Langsung 
	Parasuraman et al. (1988)

	Pemahaman Perpajakan
(X1)
	Pemahaman perpajakan merupakan Karakteristik sesorang memahami tentang perpajakan dalam membayar pajaknya dan mentaati peraturan perpajakannya 
	1. Wawasan tentang ketetapan umum perpajakan dan hukum perpajakan
2. Pemahaman  tentang hukum perpajakan.
3. Pemahaman dan wawasan tentang tarif perpajakan.
	Ningsih & Saragih (2020)


Sumber: data Diolah Sendiri (2025)
[bookmark: _Toc200544292]3.2	Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc200544293]3.2.1	Populasi
	Populasi adalah jumlah kecukupan antara elemen dan individu, yang mampu menyampaikan seluruh data yang selanjutnya akan diterima sebagai inti populasi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak UMKM elektronik di Kota Samarinda yaitu sebanyak 25 UMKM elektronik.
[bookmark: _Toc200544294]3.2.2	Sampel
	Sampel merupakan jumlah setengah dari populasi yang digunakan sebagai substansi penelitian dan dapat digunakan untuk mewakili populasi tersebut, Sugiyono (2019). Jika kapasitas populasi yang terlalu besar dalam penelitian tersebut, maka digunakan sampel penelitian ini. Untuk Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 25 wajib pajak badan toko elektronik di kota samarinda tahun 2020-2023. 
	Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah teknik purposive sampling. Peneliti juga menyerahkan kuisioner dalam bentuk link google form terhadap responden. Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018), kuisioner adalah pembahasan yang bersifat wajib di penuhi dan daftar isian yang direspon oleh responden. Adapun kriteria yang ingin peneliti merumuskan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak Badan UMKM Toko Elektronik di Kota Samarinda.
2. UMKM yang beroperasi selama 2 tahun.
3. Telah terdaftar dan memiliki NPWP.
[bookmark: _Toc200544295]3.3	Jenis dan Sumber Data
	Data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kuantitatif yang menggunakan kuisioner. Adapun sumber yang didapat melalui data primer yang diperoleh langsung oleh responden wajib pajak UMKM toko elektronik di Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc200544296] 3.4	Teknik Pengukuran Data
	Dalam penelitian tersebut menggunakan kuisioner. Peneliti akan menyebarkan kuisioner dan responden akan mengisi form tersebut. Ada tingkatan jawaban yang digunakan untuk pengukuran variabel independen, dependen dan moderasi. Skala likert yang di gunakan adalah:
		Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
		Angka 1 : Tidak Setuju (TS)
		Angka 1 : Kurang Setuju (KS)
		Angka 1 : Setuju (S)
Angka 1 : Sangat Setuju (SS)
[bookmark: _Toc200544297]3.5	Pengujian Instrumen
[bookmark: _Toc200544298]3.5.1	Uji Validitas
	Uji validitas dilaksanakan apakah terdapat kuisioner tersebut dianggap sah atau tidak sah. Dalam proses pengujian tersebut, dilaksanakan pada seluruh pernyataan yang termasuk dalam tiap-tiap variabel. Variabel dapat dikatakan valid jika rhitung > rtabel  dengan nilai konkret  < 0,05 (Ghozali, 2018:52).
[bookmark: _Toc200544299] 3.5.2	Uji Reliabilitas
	Uji reliabilitas dapat digunakan dalam pengukuran suatu kuisioner yang menjadikan suatu indikator dalam variabel. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data dapat menunjukkan keunggulan instrumen atau alat dalam mengumpulkan data yang akan di terapkan. Variabel tersebut dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha yang dimiliki  > 0,70 (Ghozali, 2018:46).
[bookmark: _Toc200544300]3.6	Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc200544301]3.6.1	Analisis Deskriptif
	Analisis deskriptif merupakan langkah-langkah yang dapat membantu menggambar maupun merangkum data secara konkret. Hal tersebut dapat menggambarkan statistik yang dapat membantu memahami detail data dengan merangkum dan menemukan metode pada data tertentu.
[bookmark: _Toc200544302]3.6.2	Uji Asumsi Klasik
3.6.2.1 Uji Normalitas
	Uji tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa residual mulai dari model regresi sampai distribusi normal. Metode yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Adapun perbedaan dari kedua uji adalah jika uji Kolmogorov-Smirnov lebih kepada sampel yang lebih besar, sementara uji Shapiro-Wilk lebih kepada sampel yang lebih kecil. Uji tersebut dapat menghasilkan apakah residual tersebut berbelok secara konkret dari distribusi normal ataupun tidak. Jika tidak konkret, maka residual tersebut normal.
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas
	Uji tersebut dapat dipastikan tidak memiliki hubungan yang kuat dari variabel independen. Adapun langkah dalam Uji tersebut dengan  menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika terdapat nilai VIF tersebut di bawah 10, maka mulitkolineritas tersebut tidak ada masalah. Akan tetapi, jika nilai VIF tersebut lebih dari 10, terdapat adanya multikolinearitas yang konkret sehingga mampu mempengaruhi koefisien.
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
	Uji tersebut bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian atau residual dalam penelitian ke penelitian lain. Uji tersebut juga ingin mengetahui apakah terdapat model regresi ketidaknyamanan dari residual dari penelitan ke penelitian lainnya.
[bookmark: _Toc200544303]3.6.2	Analisis Regresi Linear Berganda
	Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk pengukuran seberapa besar pengaruh terhadap variabel terikat dan variabel bebas. Analisis regresi linear berganda juga dilaksanakan untuk memahami petunjuk serta jumlah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 
Y= N + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Beberapa hal ini:
Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
N	: Nilai Konstanta
β1-β4	: Koefisien Regresi Linear
X1	: Pemahaman Perpajakan
X2	: Pelayanan Aparat Perpajakan
X3	: Sanksi Perpajakan
X4	: Preferensi Resiko
e	: Error


[bookmark: _Toc200544304]3.6.3	Uji F 
	Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen tersebut sebagai stimultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Tahapan yang diterapkan sebesar 0,5. Jika nilai F < 0,5, dapat disimpulkan bahwa nilai independent secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji ini dapat menentukan apakah adanya atau tidaknya pengaruh secara stimultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ketentuan dari uji F:
1. Jika nilai signifikan F < N (0,5), menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Jika nilai signifikan F > N (0,5), menunjukkan bahwa tidak mempunyai pengaruh secara signifikan.
[bookmark: _Toc200544305]3.6.4	Uji t
	Uji t bertujuan untuk pengujian hasil asumsi tentang pengaruh setiap variabel bebas secara segmental. Uji  ini dapat mengetahui validitas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, terdapat 2 acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu:
1. Jika nilai signifikansi < 0,5 maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
2. Jika nilai signifikansi > 0,5 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
[bookmark: _Toc200544306]3.6.5	Uji Koefisien Determinasi (R2)
	Uji ini digunakan untuk membuktikan seberapa besar implikasi pengaruh terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah agar dapat memenuhi nilai koefisien determinasi adalah hasil uji F bernilai signifikan, artinya terdapat pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen. Meskipun, jika hasil uji F tersebut tidak signifikan, maka koefisien determinasi tersebut tidak bisa di pakai untuk menyimpulkan kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.   
 
[bookmark: _Toc200544307]
DAFTAR PUSTAKA

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jesya, 5(2), 2097–2104. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796
Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5453–5461. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999
Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 1–13.
Ayu Fhatonah, & Astuning Saharsini. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Ngemplak. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 2(4), 521–536. https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4457
Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(2), 318–334. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044
Faktor, F., Mempengaruhi, Y., & Laba, P. (2020). Jurnal akuntansi, perpajakan dan auditing. 1(2), 263–276.
Hafsah, & Khairani, A. D. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 23(2), 129–136.
Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. Maranatha, 4(1), 13–28.
Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. 2, 323–332. https://doi.org/10.58784/rapi.205
Kurnia, S. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Accounting Global Journal, 7(1), 50–62. https://doi.org/10.24176/agj.v7i1.8799
Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. Manajemen, 2(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127
Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6, 13553–13562.
Malida Salma Arum Ndalu, & Djoko Wahyudi. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, INSENTIF PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(1), 193–204. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636
Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Bina Akuntansi, 9(2), 184–197. https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215
Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232
Oktaviana, A., & Sutandi. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera). Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1(2). https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros
Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 5, 336–346. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39
Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Abdimas Galuh, 4(1), 271. https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082
Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma), 1(1), 1–6. https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8
Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(2), 380–391. https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49
Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 1115–1126.
Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 31(1), 1–14. https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493
Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan DanPelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). Jurnal EMBA, 5(2303–1174), 443–453.
Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 548–553. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537
Widyanti, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman , Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak , dan. Journal Management, Business, and Accounting, 20(3), 285–294. https://eprints.walisongo.ac.id/20665/1/1805046001_NamiraFitriaSirait_Lengkap Tugas Akhir - Namira Fitria Sirait.pdf
Wulandari, R. (2020a). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi, 9(2), 150–157. https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.29378
Wulandari, R. (2020b). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Business and Banking, 10(1), 169. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298
(Andreansyah & Farina, 2022; Arta & Alfasadun, 2022; Asfa I. & Meiranto, 2017; Herdiatna & Lingga, 2022; Kurnia, 2023; Maili, 2022; Tene et al., 2017)

(Adolph, 2016, 2016; Ayu Fhatonah & Astuning Saharsini, 2022; Bahri et al., 2019; Faktor et al., 2020; Hafsah & Khairani, 2023; JASMINE, 2014; Kaunang et al., 2024; Lita Novia Yulianti, 2022; Malida Salma Arum Ndalu & Djoko Wahyudi, 2022; Meidiyustiani et al., 2022; Nasiroh & Afiqoh, 2023; Oktaviana & Sutandi, 2022; Palupi & Arifin, 2023; Rachmawati & Ramayanti, 2022; Ramdani et al., 2022; Ristanti et al., 2022, 2022; Soda et al., 2021; Sulastiningsih et al., 2023; Triatmoko et al., 2021; Widyanti, 2021; Wulandari, 2020b, 2020a)

6



image1.png




